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wkat 1, maka Retribus
enis Retribusi Daerah

Pemakaian mka} aan Daerah merupakan
Kabupaten :

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada hurutf a.
perlu diatur dengan Peraturan Dacrah.
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Mengingat

[

P 1]

~t

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950 ¢

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3200 )

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Rretribusi Dacrah  (I.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685}, vang telah diubah dengan
Lindang-undang Nomor 34 tahun 2000_ tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retnbus:
Daerah ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernintahan Dacrah
{Lembaran Negara tahun 1999 Nomeor 60, Tambahan Lembaran
Ne 2garara Nomor383i9) -

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor & tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6. tambahan Lembaran
Negara Nomor 32581

Peraturan Pemerintah homor' 20 tahun 1997, tentang Retribust daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nowmor 55, Tambahan Lembaran
v\‘elmr'ﬁ Nomor \:;f\Q'} ) =

Keputusan Presiden Nomnr 44 Tahun 1999, tentang Teknik Tata Cara
Penvusunan Rancangan Peraluran Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Daeral Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang
Teknik dan Tata Cara Penvusunan Rancangan Peraturan Daerab
Kabupaten Ciamis

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Perangkat Daerah .
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10 Peraturan Daceah Kabupaten Clamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Penvidik Pegawar Negent Sipl.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH
KRABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

RIRUSIPEMAKAIAN KERAYAAN [nERxH

p‘J "':

ERATURAN DAERAH KABIPAT CIAMIS  TENTAMNG
RET

BABI
KETENTUAN TMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cramis

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom
vang lain sebagar Badan Eksekutif Daerah -
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Bupati adalah Bupati Ciamis |

Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang Retribuss
Daerah sesuat dengan peraturan perundang-undangan  Daerah vang

berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang mehiputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnva, Badan Usaha
Milik Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk  apapun.
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs:, Koperas:, Yavasan atau

ey

organisast vang sejenis. lembaga dana Pensiun. bentuk usaha tetap

serta bentuk badan usaha lamva .

Retribust Jasa Usaha adalah Retribust atas jasa vang discdiakan oleh
Pemermtah Daerah dengan menganut prinsip komersial Karena pada
dasarnva dapat pula disediakan oleh sektor swasta :

Ketribust Pemakatan Kekavaan Daerah vang selanjutnva dapat disebus
retribust adalah pembavaran atas pelavanan pemakaian kekavaan
Daecrah antara lain, pemakaian tanzh dan bangunan. pemakalan

dr atav badan vang menurut
peraturan perundang-undangan retribust drwanbkan untuk melakukan

Wanb Retrnibus

D R SRRl ]

adatah orane nribg
adal orang  nriba

(<38

pembayaran retribusi

AMaca Ratrihiier adalah cnatn anoba walbt terfentn vano mernnalan
AW ALY PR T ALt Linene it Rt LW "‘-'L‘: e TYWLIL NS Sharr Ansziine sLsrsi 5'—1'!—'"-‘}"-‘1\--

batas waktu bagi wapb retr
Daerah |

<

thust untuk  memamtaatkan kekavaan

&3]
[A]
<
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Surat Pendaftaran Objek Retnbusi Daerah, vang selanjutnva dapat
disingkat SPAORD. adalah surat vang digunakan oleh Wanb Retnbus
untuk melaporkan obgek retribust dan Wi ut%‘ Retribust sebagar dasas
penghitungan dan pembavaran retribust  vang - teruiang menurut
neraturan r‘uum' iny -u’urm"{m Retribust Dae rdh

Surat Keteta \pan Retribusi Daerah, vang selanpuinva dapat disingkat

SKRD adalah Surat Kceputusan vang menentukan hesarnva jumiah
retnibusy vang terutang |

Surat Ketetapan Retnbust Daerah Kurang Ravar Tambaban, van
selanjuinva dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan van

menentukan tambahan atas jumiah retribust vang telab dvetaphan -

U\‘; ”’

Surat Keie tapan Retribust Daerah Lehih Ra\m vang Qeif_mmmva dm at
distnghai _\LKDE_.R adalah Surat }\gpu!man vang menentukan jumiah
kelebthan pembavaran retnibusi karena jumlah kredit retnibust telah

besar daripada retribust vang teratang atau tidak seharusnva terutang

Surat Tagithan Retnibusi Daerah, vang selanjutnva dapat disinghat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retnibust dan atag sanks
admlmstram berupa bunga dan atau denda .

Surat Keputusan Kceberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRIJ atau dokumen ifain vang dipersamakan, SKRDKRT
dan SKRDLB vang diajukan oleh Wapb Retribus :

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencarn,
mengumputkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnva dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribust Dacrah
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah
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q Penvidik Tindak Pidana di Ridang Retribusi Daerah  adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan oleh Penvidik Pegawar Neger
Sipil vang selanjutnva disebut penvidik, untuk mencan serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukt: itu membuat terang tindak
pidana dibidang retnbusi Daerah vang terjadi serta menemukan
tersanghanva.

BAB Il
NAMA, OBJIEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retrbust Pemakaian Kekavaan Dacrah dipungut
Retrihusy atas settap Pemakaan Kekavaan Daerah ¢

(21 Ohick  Retribusi  adalah setiap  pelavanan vang  diperoieh  darn
Pemakaan Kekavaan Daerah.

Pasal 3
Dikecnabkan dant Obick Retribust adalah pelavanan vang diperoich dan
Pemakaian Kekavaan Daerah vang pengelolaannva diserahkan kepada
pthak ketiga berdasarkan Keputusan [3upatt. '

Pasal 4

{1) Subjek Retnbust adalah setiap orang pribadi atau Badan yang
diperoleh dan Pemakaian Kekavaan Daerah :
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(2y Waph Retobust adalah sctiap orang  pribadi atan Badan vang
melaksanakan pembavaran atas pelavanan vang diperoleh  dan
Pemakamn Kekavaan Daerah

BARB I
GOLONGAN RETRIBUSH

Pasal 5

Retribust Pemakaian Kekavaan Daerabh digolongkan sebagar Retnbus
fasa Usaha

BAB IV
CARADMENGT KR TINGRAT PENGGENAAN IANA
Pasal 6

Tinekat pengpunaan jasa divkur berdasarkan jangka waktu pemakaian
kekavaan Daerah

BAB Y
BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Besarnva retribust penggunaan Truck, alat-alat besar dan alat-alat

lainnva diatur dan ditetapkan scbagat benkut
a  Jens Truck.
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PNo [T aENIS T © KAPASITAS
1 | 3

ibawah 2 ton
2 Truck I 2 ton sampar dengan 3.5 fon

diatas 3.5 ton samapa dengan 3 won

3 Truck

4 | Truch | digtas 5 ton

HARI (RP)
]

20.000.-
35,000 -

45 000 -

63 (i -

T TARIFSIWA PIR

b Jerus alat-alal Besar.

MNo Yonis Merk i Tupe . Kapasttas | lanfSewaper han
i ; i Rp i
TS U U S R ‘ 3
| ' i
| i i é |
P 1 Buidoser © Komatsu/ D30 A D00 e np 177 000
[ Motor Grader P Romatsu /GD 31T RC | 10 FSGHP 130000
i3 ' Stone rusher i Kawasaki/ K5 20143 1 11 =30 TPS 230 000
[4 | Loader i Kubeleo /ALK 300 ¢ M3 -1 M3 140 000
i3 Mesin Gilas | Baraia ' MP 6\ . 6-% ion 36.011)
Ch ! Mesin Gilas - Barata / MG R &~ 10 Ton TR 00
E7 ! Mesin Gilas " Harata/ MG 0 -2 Ton REREEY
P % Mesin Gilas | Darata - MVIT 1 i 12 14 Ton [RERUY
PO Mesin Glas . Sukai /KM 2iog L2144 Ten L 24 000
P Vibranne Rolier i Barata - MGD oo o Ton iy oo
Lt Vibraung Rofter  Barata / MGB 1 S 4-0Tn fV7.1H00

1

Sakai /SW 40 L4 Ton
I Sakai/ 1S 7400 CX 15 Ton

fawers 7SRO 264

t 12| Vibrating Roller
{13 | Tare Rotler
A4 Trandler

S5 | Dump Truck i lsuen/ TLDS4S ;33 Ten
D6 Dump fuck | isusu/ MFR3Y G § 33 o
i 17 ¢ Dump Truck : Hino/ FC 141 KA b3 Ton

143 PS
B3 Liier

(1.3

A

Hino / FC. 142 KA
i Bukaka / Bas 854

Road Mamtenan
R
{ Aspal Sprayer

! - SRR, D — — i e —
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¢ Jems alai-alat ainnsa

Nan fonig Moerk  Tune }x;]{n;unqg Tani! k,_:xlx_;; ;:,cr hari
; i i i iRp.s
A e e i == T SRl
H i i 3 1 H + s

i . ! a :

i i Adesin Timbris Barata /MP 100 ;3P i i Ou0

P20 Fuel Tank Truek 0 Toveta Dana /BY 42 2000 Luer i H

P30 Water Tank Truek | Tovota Dyna/ BY 42 | 3000 Liter i BRI

P+ ¢ Loneree Miner Caotd Star / PD S5OG C UG Later ! ELER ]

0 5 1 Comerste Mixer i Gold Star: M 230 23 Later : 14000

Db  Aw Compresor c homalsy CEC M Z P 120 CPC 42 upi

P 7 ©Ag Compresor PPB-14Bn 0 17 MAH +4 U

P8 Generato Set IDCATIEIS | 1T KVA I T g

| Y Generator Set I Sinamo ¢ 3P0 36 S0 RVA i 27 Ui

e Witer Pump fRavanows S FSLR0 LA 4T i 3000

(23 Bilamana penggunaan truck. alat-alat besar dan alat-alat lainnya lebih
dart | (satu) tahun, kepada pengguna jasa dapat diberikan reduks: tant
sewa vang besarnva dientukan  berdasarkan ketentuan  peraturin
perundang-undangan vang berlaku |

i Besarnva retribusi pengeuna truck . alat-alat besar dan alat-alat lainnva
sebagaimana dimaksud pada avat (1), berlaku pula bagr truck, alat-alat
besar dan alat-alat lainnva vang sejenis sesuai dengan penggolongan
sebagatmana dimaksud pada avat (1),

—
e

(4) Besarnva  retribusi schagaimana  terschut pada avat (1), tidak

termasuk bahan bakar dan pelumas:
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(1) Bagi Lembaga Sosial dan proyek-proyek Desa vang dikerjakan oleh Lembaga Kemasvarakatan Desa sendiri dikenakan tanif sebesar 50% (lima puluh persen)
dari ketentuan tersebut pada ayat (1)

Pasal 8

(1) Besarnva tarif retribusi untuk pemanfaatan tanah ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi
Utama Biasa
Fungsi Pinugi Lainnva | . Lainnya i
No.|  Pemanfaatan Pinegic | pinoeir | Pinggir | Pinggir | Pinggir lidak “J"T‘:“ Pinggir | Pinggir | Pinggir | Pinggir tidak Ket.
Tanah 3. JI. Prop | JI.Kab. | J1. Desa Gang | dipingair . J.Prop | 1. Kab., | 1. Desa Gang | dipinggir
Utama Jalan Utama Jalan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15
o 1. | Industri/ Pabrik 16.995.38 | 1529585 | 15.596.31 | 11.896.77 | 10.197,69 | 8.497.69 | 13.596,39 | 11.896,77 | 10.197,23 849769 | 6.798,15 | 5.098,62 | Besamnya
BJ'} t sewa untuk
setiap | M2
2. | Perdagangan/peruss- | 15.295.85 | 13.596,31 | 11.896.77 | 10.197.23 | 8497.69 | 6.798.15 | 1189677 | 10.197.23 | 849760 | 6.798,15 | 5.098,62 | 3.399.08 | atau kurang
haan/Gedung Pertun- per tahun
Jjukan

3. | Rumah Makan/Pengi-| 13.596.31 | 11.896.77 | 10.197.23 8.497.69 6.798,15 | 5.098,62 10.197.23 §.49769 | 6.798.15 4.783,89 | 3.399,08 1.699,54 | Sda
napan. i

4. | Perkanioran. 5948,38 | 5.098.62 | 424885 3.399,08 | 254931 | 1.699.54 500862 1 424885 | 5395.08 | 2.549.31 1.699.54 849,77 | Sda

5. | Permukiman Rumah | 4.532.10 | 3.399,08 | 283256 | 2.266.05 | 1.699.54 | 1135.03 2537953 ) 203943 | 1.699,54 1.359,65 | 1.019.72 679,82 | Sda
Tinggal
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| 10 12 13 14 15
6. | Jalan Masuk dan 1.529.58 - 3.39908 | 1.699.54 | [.529.5E 1.274.68 Sda
Trotoar yang
digunakan jalan 1.274,65 - 234951 1.274,65 1.019,72 R49.77 Sda
masuh ke pekarangan
bagi
a. [ndustriPabrik/ - = 424885 2534931 1.699.54
Pom Bensin,
b Penginapan/ - = 3.147,29 212442 1.529,58
Rumah Makan,
Perkantoran dan
perusahaan
lainnya
7. | Pertanian:
3. Berupa Tanaman 62,95 62.95 62,95 62,95 6293 62,95 8293 6293 6295 62,89 62,95 6295 | Sda
Palawija
b. Berupa Sawah
- Tadah Hujan 125,80 125.39 125,89 125,89 125,89 125,89 125,89 125,89 125,89 125,89 125,89 12589 | Sda
- Pengairan 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 Sda
& purkadinn 188,84 188 84 188,84 188,34 188,84 188,84 188,84 188,84 188,84 138,84 188,84 188,84 | Sda
8 Pemasangan Patok/ - - 472094 | 283256 | 236047 | 1.888.38 - - 236047 | 1.838,38 | 1.416,28 1.180,23 | Sda
Tiang untuk alat-alat
Reklame
9 Sarana Olah Raga 472,09 424,88 3.548.57 354,07 330,47 285,26 424,88 377,68 354,07 283,26 235,05 188,84 | Sda
Yang bersifat
10. Insidentil/sewaktu 629,46 566,51 503,57 440,62 377,68 34,73 503,57 440,62 377,68 314,73 251,78 188,84 Besarnya
guna keperfuan untuk setiap
lainnya 1 M2
atau kurang
perhari
Fasilitas Umum - - 236,05 236,08 236,05 236,05 - - 236,05 236,05 236,05 236,05




(2) Penggunaan / pemakaian fasiluas Olah Raga / tempat Olah Raga
besarnva tanf sewa ditetapkan sebagai benkut © v

A, Gedung Olah Raga / Gedung Serba Guna ~

S

{ . Tanf Retribusi
Jenis Kegiatan

Klasifi- | :
kast | ~ ':Hart | 1Han
 Rp) iRp)

{. 1. Penggunaan Keguatan
' Olah Raga |
- Komersial L50000.- | 100.000.-

- Non Komersial 25000- 35.000.-
- 2. Pertemuan Rapat-rapat | :
i dan kematan | 75 000 - o 150 600 -
sejenisnya.
3. Rescpsi, Pesta,  125000- 230000 |

i : BLsCPp :
5 a Hiburan dan
' selensnya. !

528



ii C i Penppunaan Kegiatan |
| Q!am(aga )
- Komersial o000
- Non Komersial P 13000~ ¢ 60.000 -

2 Periemuan Rapat-rapat 30000 -
© dan kegiatan | 635.000.-
L sejenisnva. ’

i 3. Resepsi. Pesta, | 100.000.- 1 125000 - !
. Hiburan dan | :
, O sejenisiya * ; :
' : - 200.000.-

Stadion Olah Raga + 1.apang Olah Raga Terbuka

| Klasi- Jenis Kegiatan Tanf Retribusi
fikasi . 2Han o iHan

| | . Rp) ; (Rp)

I. | 1. Penggunaan Kegiatan |

 Olah Raga |
; C - Romersial C 50,000 - 100 GO0 -
| .- NonKomersial | 25.000.- 50.000.-

| ;

i : ! \

{ 2. Upacara, Rapat ! -

l - Akbar, dan Apresiasi | | 100.000,-
. Seni Budava i ’

| i

i |

! ‘l
: 3. Hiburan Masal | - { 200.000.-
i r i
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5 R S I A e e D S S S AT

L : Penggunaan i\egutan
E Oah Raga

! . - Komersial S 30000- L 60000
| . - Non Komersial o 15.000.- L 30.000.-

} i 2. Pertemuan, Rapat |

| ' Akbar, dan Apresias | - ¢ 100 000 -

i Sent Budava |
- L 150,000 -

L3

'3 Hiburan Masal

BAB Vi
WILAYAII PEMENGLUTAN
Pasal 9

Retrihug vang ferutang dqy noeut d \nl'n ah Daerah tempat Pelax;ma!;

d
Pemakaian Kekavaan Daerah di b ikan
BAB VI

MASA RETRIBUSE DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Masa retribusi adalah jangka wakwu vang lamanya 1 {satu) bulan atay
ditetapkan lain oleh Bupati herdasarkan kontrak hak pemakatan -
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Pasal 11

Retribusi terutang teriady pada saat diterbitkannva SKRD atay dokumen

fam vang dipersamakan
B AR VIl
SURAT PEXNDAFTARAN
Pasal 12

{1y Wanb retribust wanh mengisr SPAORD |

{2y SPAORD sehagmﬁxana d;maks:ud pada avat (i} harus dust dengan
gelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wapb retribust atan
Kuasanva | v

{3y Bentuk, 151, serta tata cara pengisian dan penvampaian SPAORD

schagaimana dimaksind pada avat (1) ditetapkan oich Rupati

BARIX

PENETAPAN RETRIBILSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORTD) schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (1)
diietapkan retribust terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
tain vang dipersamakan ;

{2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
atau  data  vang  semula  belum  terungkap  vang  menyebabkan
penambahan  jumlah reinbusi vang terutang. maka dikeluarkan
SKRDKRBT ; v
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(3) Bentuk. isi. dan tatacara pcm:rh;lan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan |

{2) Retribust dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lam
vang dipersamakan, dan SKRDKEBT. \

BAB XI
SANKST ADMINISTRASI
Pasal I5
Dalam hal wapb retribust tidak membavar tepat pada waktunva atau
kurang membavar. dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
s (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang s
bavar dan ditagih dengan menggunakan STRD. «
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

{ |} Pembayaran retribus) vang terutang harus dilunasi sekaligus ©
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(2) Retribust vang terutang dilunasi sclambat-lambatnyva 15 (Tima belas)
hant  sejak - diterbrtkannva SKRD  atau  dokumen  lain vange
dipersamakan. SKRDKRT dan STRD .~ .

{3} Tata cara pembavaran, penvetoran, tempat pembavaran retribust diatur
dengan Keputusan Bupatt

B AR XIil
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Retribust terutang berdasarkan SKRID atau dokumen lain vang

dipersamakan. SKRDKBT. STRD dan Surat Keputusan Kceberatan

vaneg menvebabkan iumiah retribusi van

LELL S PN et H

o harus dibavar bertambah,
vang tidak atau kurang dibavar oleh wapb retribusi dapat ditagth
meiaui Badan Urusan Pioutane dan elang Negara (BUPLNY O,

{2y Penagthan  retnbust melaw BUPLN  dilaksanakan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku ~

BAR XIV
KEBERATAN
Pasal 18
(1) Wapb retribusi dapat mengajukan keberatan hanva kepada Bupati atau

pejabat vang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vyang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB _ «
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(2) Kcberatan diajukan sccara teriulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan vang jelas ;

(3) Dalam hal wapb retnbusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wayth retnibust harus dapat membuktikan ketidak benaran
retribusi tersebut | v

{4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pahng lama 2 (dua)
hulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain vang dipersamakarn.
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wanb retribus
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya .

(5) Kcheratan vang tidak memenuht persvaratan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dan (3) tidak dianggap sebagar surat keberatan. sehingga
tidak dipertimbangkan : « :

(6 Pengaiuan keberatan tidak menunda kewapban membavar retnibus
dan pelaksaan penagihan retribust. .

Pasal 19

.....

burat i\f:bt..rdmn {i:tenma hams member hepuwsan '4(:—.!.% kc ber. at.a
vang diajukan |

{2) Reputusan Diipati aias &
atau sehagian, menolak, atau menambah besarnva retnbust yang
terutang . 1

TR O S e S i i
(cheratai d'clpm DETHDA TIenering seiuiunnva
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(3) Apabila jangka waklu schagaimana dimaksud pada avat (1) iclah fewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan vane
diapukan tersebut dungean dikabulkan, v

BAR XV
PENGEMBALIAN KELERIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Atas  kelebthan pembavaran retribusi.  wajib  retribust  dapat

mengaukan nermohonan pengembalian kepada Bupati | v

{2) Bupatt dalam januka wakty paling lama 6 (cnam) bulan seph
diternimanva permohonan kelebthan pembavaran retnbus: sebagaimana
dimaksud pada avat (1} harus membernikan kepuiusan @ v

(3} Apabtla jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonzn
pengembalian kelebihan retribust dianggap dikabulkan dan SKRDIRB
harus diterbitkan dalam 1angka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;| +

{4) Apabila wanb retnbusi mempunyai utang retribust lainnva, kelebthan
pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1} langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribust tersehui

. 4

{5) Pengembalian kelebthan pembayaran retribust sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannva SKRDLB @ +
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{6) Apabtla pengembalian kelebthan pembavaran retribusi  dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
sebesar 2 % {(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembavaran
kelehihan retribusi

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
sccara  tertulis kepada  Bupati  dengan  sckurang-kurangnva
menvebutkan v
a. Nama dan alamat wajib retnibus ¢
b. Masa retribust ¢+
¢. B3esarnva kelebthan retribust ;

d. Alasan vang singkat dan jelas -

{2) Permohonan  pengembalian  kelebthan  pembavaran  retribusi
disampaikan secara langsung atay melalui pos tercatat ©

{3) Bukti penenmaan oleh pejabat Daerah atau bukti penginman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan ditenima oleh Bupati. «

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebithan pembayaran retribust dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membavar Kelehihan Retribust @ o
(2) Apabila kelebthan pembavaran retnibusit diperhitungkan dengan utang

retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)

pemindahbukuan juga berlaku sebagat bukti pembayaran. v



BARB XVi

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEVMIBEBASAN RETRIBISE
Pasal 23

{1} Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi | v

{2) Pengurangan. kenmganan dan pembebasan retribusi  sehagaimana
drmaksud pada avat (1) dapat diberikan kepada wayih retribusi. antara
lain. lembags sosial untuk mengangsur | kegiatan sosial, bencana alam

A

{3y lata cara pengurangan. keringanan dan pembebnsan retnhus
ditctapkan olch Bupaty -
BAR XVil
KEDALUWARSA PENAGIUAN ~
Pasal 24
(1) Hak untuk melakukan penagthan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui  jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecualt apabila wajib retribusi melakukan tindak

pidana di bidang retribusi | *

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila : v
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a  Diterbitkan Surat Teguran atau . ¥
b, Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribust baik langsung

maupun tidak langsung. «
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wapbh Retrnibust vang tidak mefakeanakan kewapbannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama

(tiga) bulan atau denda paling banvak Rp. § 000 000_- -

(s

{2}y Tindak pidana vang dimaksud pada avat (1) adalah pelanggaran. »

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasai 26

11y Pejabat Pepawar Negert Sipil tertentu di Lingkunean Pemerintah
Daerah dibert wewenang khusus sebagar Penvidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi
sehagaimana dimaksud daiam Undang-undang Hukum Acara Pidana
vang berlaku ; *

€21 Wewenang Penyidik sehagammana dimaksud pada avat (1) adalah @



&

o

7

ez

Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitt keterangan atau
faporan berkenaan denpan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah dan Retribust agar keterangan atau laporan tersebui
menjadi lengkap dan jelas

Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sechubungan dengan tndak pidana Perpajakan Daerah dan
Retribust © v

Meminta keterangan dan bahan bukt: dart orang pribad: atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
dan Retnibust | v

Memenksa  buku-buku. catatan-catatan dan  dokumen-dokumen
fain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
dan Retribusi .

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baban  buki
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, seriz
melakukan penyitaan terhadap bahan bukt: tersebut |

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penvidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribust : .

Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memertksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe ; »
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h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
Perpajakan Daecrah dan Retribusi @ v

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa
sebaga! tersangka atau saksi | v

J.  Menghentikan penvidikan . v

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan
tindak pidana di bidang Perpajakan Dacrah dan Retribusi menurt
hukum vang bertangegung jawab. v

{3) Pepyidik  <cbagaimana dimaksud pada avat (1) membentahukan
dimulamnva  penvidikan dan menvampaikan hasil penvidikannva
kepada Penuntut Umum melalui Penvidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuar dengan ketentuan vang diatur dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana vang berlaku. .

BAR XX
KETENTUAN PENUTLP
Pasai 27

Dengan berlakunva Peraturan Dacrah int maka =~

i, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkai il Cams Nomor 9
Tahun 1982 Jo. Nomor 20 Tahun 1996, tentang Penggunaan Tanah.
Alat-alat Besar dan Alat-alat lainnva kepunvaan dan atau vang dikuas:
olch Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Ciamis dan Penetapan
Retnbusinva &,

540



I~

Peraturan Daerah Ko wiaerah Tingkat 11 Cramis Nomor
Fahun 1993 tentang ketentuan penvelenggaran / pemakaian gedung
dan iapangan olab raga dalam wilavah Kabupaten Daerah Tingkat i
Cams v

Tahun 1977 jo. Nomor 3 Tahun 1994, tentang Menutup Selokan vang
dibuat, diurus dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat 1
Crams ;v

Peratyran Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Ciamus Nemor 12
Tahun 1997 fo. Nomor 1 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pemakaian

a
Tanah Milik dan atan vang dikuasar oleh Pemernintah Kabupaten
Daerah Tingkat I Cramis

Dan scgala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal vang sama dan
bertentangan dengan Peraturan Daerah i dicabut dan dinvatakan tdak
berlaku. |

Pasal 28

Ketentuan vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah i
sepanjang mengenai pelaksanaannva akan diatur lebth lanjut oleh Bupat:. ~

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan. v
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Agar schiap  orang mengciahuinya,  imeimerintahkan  pengundaingai
Peraturan Daerah 11 dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis. ¢

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001
BUPATI CIAMIS
Cap / ttd.
H. OMA SASMITA §, SH. MSi.
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap / ttd.
Drs, I IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 12 SERI B
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PENIELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBI S PEMAKATIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN U'MUM

Dengan telah ditetapkannva Peraturan Pemenntah Nomor 20
Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagar pelaksanaan Uindane-
undang Nomor (8 Tahun 1997 vang telah dwbah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomer 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah, ~

Bahwa untuk memantaatkan Kekavaan Daerah tersebut perlu
adanva pemungutan untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerab
vang ditetapkannya Retribust Pemakaian Kekayaan Daerah dengan
Peraturan Daerah. .
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11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal im menjelaskan beberapa istilah vang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar terdapat
pengertian vang sama schingga kesalahpahaman dalam
penafsiran dapat dihindarkan. v

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
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Pasal O

Lukup elas

Pasa!l 10}
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

')nr-n‘ 1M
RIS

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup pelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
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